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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum
Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan
Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.
termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan
nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya,
atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan
judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan

ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu
transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri
Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998,
No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku
Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guidge Arabic Transliteration),
INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau
kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin.

Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

B. Konsonan
Huruf |Nama Huruf Latin Nama
Arab
I Alif Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan
<| Ba B Be

Xi




<) Ta T Te

& Sa S Es (dengan titik di atas)
z| Ja J Je

z| Ha H Ha (dengan titik di bawah)
¢ | Kha Kh Ka dan Ha

3| Dal De

3| Zal Z Zet (dengan titik di atas)
2| Ra R Er

J| Za z Zet

| Sa S Es

4| Sya SY Es dan Ye
wa| Sa S Es (dengan titik di bawah)
wa| Dat D De (dengan titik di bawah)
b| Ta T Te (dengan titik di bawah)
L 7a Z Zet (dengan titik di bawah)
€| ‘Ain ‘ Apostrof Terbalik

¢| Ga G Ge

< Fa F Ef

d| Qa Q Qi

d| Ka K Ka

J| La L El

2| Ma M Em

| Na N En

3| Wa We

-4 | Ha H Ha

¢| Hamzah |~ Apostrof

¢| Ya Y Ye

xii




Hamzah (=) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apa pun. Jika hamzah (+) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis

dengan tanda (°).

. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal
bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya

sebagai berikut:

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab

) Fathah A A

) Kasrah I |

j Dammah U U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda | Nama Huruf Latin Nama
&) Fathah dan ya Al Adan |
3 Fathah dan wau lu Adan U

Contoh:

€ kaifa

Js : haula

Xiii




D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat | Nama Huruf dan | Nama
dan Tanda
Huruf
& Fathah dan alif atau ya | A a dan garis di atas
I Kasrah dan ya 1 i dan garis di atas
3 Dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh :
&l imata
w0 .rama

E. Ta Marbutah

Tranliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbitah yang hidup

atay mendapat harakat fatkah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah

[t]. Sedangkan ta marbiurah yang mati atau mendapat harkat sukun,

transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta

marbitah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan

kedua kata itu terpisah, maka ta marbirah itu ditransliterasikan dengan ha

(h). Contoh:

Jaky) &) : raudah al-atfal

ikl al-hikmah

Xiv




F. Syaddah (tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid (< ), dalam transliterasi ini dilambangkan

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh :

& : rabbana

Al : al-aqq

& : al-hajj

Jika huruf  ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

berharakat kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (7).

Contoh:
(& ‘Al (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
(=2 ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

G. Kata Sandang

Dalam kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J!
(alif lam ma’rifah). Dalam pedoman literasi ini, kata sandang ditransliterasi
seperti biasa al-, baik ketika ia di ikuti huruf syamsiyah maupun huruf
gomariyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan

dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

wadad)  :al-syamsu (bukan asy-syamsu)
S - al-biladu

XV



H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya
berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila
hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan

Arab ia berupa alif. Contohnya:

£ 5 s an-nau’

o "4

£ (ot : syai’un

I. Penulisan Kata Arab yang Lazimm digunakan dalam Bahasa

Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,
istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata,
istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari
pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan
bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas.
Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’an), sunnah, hadits, khusus dan umum.
Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks

Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:
Fizilal al-Qur’an

Al-Sunnah gabl al-tadwin

XVi



J.

Lafz al-Jalalah (44 )
Kata “Allah” yang didahlui partikel seperti huruf jarr dan huruf

lainnya atau berkedudukan sebagai mudhaf ilaih (frasa nominal),

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contohnya:

& & dinullah
Adapun ta marbirah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafz al-

Jalalah, ditansliterasi dengan hutuf [t]. Contohnya:
& 435 A ab : hum fi rahmatillah

Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps),
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang
penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia
yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan
huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada
permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka
yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan
huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A
dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan
yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul eferensi yang didahului
oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul.
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Inna awwala baitin wudi ‘a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan.
Syahru Ramadan al-lazt unzila fih al-Qur’an.
Nasir al-Din al-Ts.

Abiu Nasr al-Farabi.
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ABSTRAK

Alfianing Fadhila, 18220090. 2022. Implementasi Asas Kekeluargaan Dan
Prinsip al-Ta’awun Dalam Pemberian Pinjaman Uang Bagi Bukan
Anggota Koperasi (Studi Koperasi Arta Jaya, Jarum, Kabupaten
Klaten). Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: H.
Faishal Agil al Munawar, Lc.,M.Hum.

Kata Kunci: Asas Kekeluargaan; al-ta ‘awun; Koperasi.

Koperasi berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1992 tentang Perkoperasian merupakan badan usaha yang didirikan oleh badan
hukum koperasi atau orang perseorangan dengan landasan kegiatan atas dasar
prinsip koperasi dan juga sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas
kekeluargaan. Peraturan yang menegaskan tentang asas kekeluargaan terdapat pada
Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu perekonomian disusun sebagai
usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Penelitian ini dilatar belakangi
dengan permasalahan yang terjadi pada Koperasi Arta Jaya yaitu ditemukan adanya
masyarakat sekitar Desa Jarum yang bukan tergolong anggota koperasi melakukan
pengajuan peminjaman uang atas dasar desakan kebutuhan ekonomi. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui implementasi asas kekeluargaan dan juga prinsip
al-ta’awun (tolong-menolong) pada proses pemberian pinjam yang dilakukan oleh
Koperasi Arta Jaya.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang
bertempat di Koperasi Arta Jaya dengan pendekatan penelitian socio-legal dan juga
menggunakan metode pengumpulan data dari hasil obsevasi, wawancara dan
dokumentasi dengan pihak koperasi sebagai sumber data primer. Berdasarkan hasil
penelitian ini didapati jika pemberian pinjaman yang diberikan oleh Koperasi Arta
Jaya kepada non-anggota telah memenuhi asas kekeluargaan dan juga prinsip al-
ta’awun demi tercapainya kemaslahatan bersama sebagaimana pada Pasal 43 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian jika pelayanan
koperasi tidak hanya dapat dilakukan oleh anggota saja tetapi masyarakat yang
bukan termasuk anggota.
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ABSTRACT

Alfianing Fadhila, 18220090. 2022. Implementation of Family Principle And al-
ta’awun Principle In Borrowing Money For Non Cooperative Members
(Arta Jaya Cooperative Study, Jarum, Klaten City). Thesis. Sharia
Economic Law Department, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State
Islamic University of Malang. Supervisor H. Faishal Agil al Munawar,
Lc.,M.Hum.

Keyword: Family Principles; al-ta 'awun; Cooperative

Cooperatives based on Article 1 paragraph (1) of Law Number 25 of 1992
concerning Cooperatives are business entities established by cooperative legal
entities or individuals with the basis of activities based on cooperative principles
and also as a people's economic movement based on family principles. The
regulation that emphasizes the principle of kinship is found in Article 33 paragraph
(1) of the 1945 Constitution, namely that the economy is structured as a joint effort
based on the principle of kinship. This research is motivated by the problems that
occur in Arta Jaya Cooperative, namely the discovery of people around Jarum
Village who are not members of the cooperative applying for money loans based
on the urgency of economic needs. The purpose of this study is to determine the
implementation of the principle of kinship and also the principle of al-ta’'awun

(helping) in the lending process carried out by Arta Jaya Cooperative.

This research method uses a type of empirical juridical research located at
Arta Jaya Cooperative with a socio-legal research approach and also uses data
collection methods from the results of observations, interviews and documentation
with cooperatives as primary data sources. Based on the results of this study, it is
found that the provision of loans provided by Arta Jaya Cooperative to non-
members has fulfilled the principle of kinship and also the principle of al-ta'awun
in order to achieve mutual benefit as in Article 43 paragraph (2) of Law Number 25
of 1992 concerning Cooperatives if cooperative services can not only be carried out

by members but people who are not members.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial dengan memiliki prinsip tujuan
dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan baik. Dalam mencapai
kebutuhan hidup yang sesuai dengan keinginan terkadang manusia tidak
dapat melakukannya secara pribadi, pastinya akan diperlukan kemampuan
dan kerjasama yang saling membantu antar individu satu dengan lainnya.t
Pada saat melakukan bantuan cara yang lumrah dilakukan oleh seseorang
adalah dengan memberikan pertolongan berupa sedekah, zakat, hibah dan
memberikan pinjaman atau biasa disebut dengan hutang piutang. Namun,
mayoritas cara yang paling sering digunakan dan dijumpai di lingkungan
sekitar adalah dengan memberikan pinjaman berupa uang. Seluruh umat
manusia khususnya agama Islam diwajibkan untuk melaksanakan sikap
ta’awun atau tolong-menolong dan tidak mendzolimi satu sama lain.
Sebagaimana yang telah tertulis dalam firman Allah SWT surat al-Maidah

ayat 2:

d

o) 3Rl W3Y) e 1555lal ¥ ¥ s8R 5 ) e 1 islaly

Claad) ol Do 1=

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)

! Dimyauddin Djuwani, Pengantar Figh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 47.



kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat
dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah
sangat berat siksanya.

Bersumber pada firman Allah SWT manusia diperintahkan untuk
selalu berbuat kebaikan salah satunya dengan saling menolong sesama dan
Allah SWT telah melarang manusia untuk menolong sesama jika tujuan
nantinya melibatkan perbuatan dosa terlebih lagi jika menimbulkan
permusuhan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dari tolong-menolong
adalah wajib. Hukum Islam juga telah mengatur bentuk dari muamalah
berupa pinjaman yang termasuk dalam kategori tolong-menolong sesama.
Pada saat proses melakukan pinjaman tentu saja akan menggunakan akad
ataupun perjanjian diantara kedua belah pihak yang telah sama-sama
bersepakat dengan alasan memberikan pinjaman dan mengembalikan
pinjaman sesuai batas waktu yang ditentukan.

Pada realitanya kegiatan pinjam-meminjam ini juga tergantung pada
niat seseorang yang akan memberikannya. Ada seseorang yang memang
memberikan pinjaman atas dasar ketaatan dan kewajiban semata hanya
untuk mencapai ridho pada Allah SWT, disisi lain ada pula seseorang yang
memberikan pinjaman hanya untuk mencari dan mendapatkan keuntungan
saja maka hal ini hukumnya haram. Apabila seseorang melakukan pinjaman

tanpa alasan keperluan mendesak namun hanya untuk tambahan modal

2Tim Penerjemah, Al-Qur’an dan Tejemah (Bandung: Diponegoro, 2015), 106.



maka mubah hukumnya. Adapun memberikan pinjaman berupa uang
ataupun barang sangat diperbolehkan dan wajib hukumnya selagi tidak
bertentangan dengan syariat Islam terlebih lagi jika pihak peminjam dalam
kondisi yang sangat mendesak untuk keberlangsungan hidupnya.

Pada saat ini banyak sekali ditemukan lembaga keuangan yang
dirasa mampu memberikan layanan pembiayaan dan juga bantuan berupa
finansial kepada masyarakat yang memang membutuhkan dan salah satunya
lembaga keuangan berupa koperasi. Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, koperasi
merupakan badan usaha yang didirikan oleh badan hukum koperasi atau
orang perseorangan dengan landasan kegiatan atas dasar prinsip koperasi
dan juga sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan.?

Lembaga keuangan koperasi ini banyak dikenal oleh masyarakat
luas, selain itu peminjaman uang yang dilakukan oleh koperasi lebih mudah
dibandingkan dengan peminjaman yang dilakukan oleh lembaga keuangan
lainnya namun koperasi jika dilihat dari segi fungsinya hampir sama dengan
bank. Adapun selain itu koperasi di Indonesia menganut asas kekeluargaan
yang mana hal ini telah diatur pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang berbunyi “koperasi
berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar
atas asas kekeluargaan.” Pada pengamalan asas kekeluargaan oleh

koperasi berlaku dua prinsip, yang pertama prinsip keanggotaan yang

3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.



bersifat sukarela dan terbuka. Hal ini menandakan jika setiap orang yang
memiliki kepentingan dalam lapangan usaha koperasi dapat menjadi
anggota koperasi itu. Kedua, prinsip pengendalian oleh anggota secara
demokratis yang artinya setiap anggota koperasi memiliki hak suara yang
sama dan satu orang satu suara.*

Dilanjutkan dengan peranan dan juga tujuan koperasi dalam
membantu Kkesejahteraan anggota dan juga masyarakat dalam rangka
mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang berlandaskan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1992. Dalam membantu kesejahteraan ekonomi
anggota dan juga masyarakat maka koperasi yang dipilih sebagai objek dari
penilitian ini adalah Koperasi Simpan Pinjam Arta Jaya. Koperasi ini
bertempat di Kelurahan Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.

Koperasi Arta Jaya berdiri dengan beberapa maksud dan tujuan
dalam memajukan kesejahteraan masyarakat sekitarnya dan salah satunya
menghindari adanya kegiatan pinjaman kepada rentenir. Dengan mayoritas
penduduk yang bermata pencaharian sebagai pengusaha batik, petani dan
peternak berdasarkan informasi dari manager koperasi tidak menutup
kemungkinan juga bila masyarakat sekitar melakukan kegiatan simpan
pinjam ke Koperasi Arta Jaya untuk membantu miningkatkan dan juga

mengembangkan usahanya. Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor

4 Andjar Pachta, Myra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay, Hukum Koperasi Indonesia
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 23.



25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dijelaskan jika anggota koperasi
adalah pemilik dan juga sekaligus pengguna jasa koperasi, namun yang
terjadi pada Koperasi Arta Jaya berdasarkan dari hasil pra-penelitian adalah
ditemukan adanya masyarakat sekitar Desa Jarum yang tergolong non-
anggota Koperasi Arta Jaya dapat melakukan pengajuan pinjaman uang.
Pinjaman ini dilakukan dikarenakan desakan kebutuhan ekonomi yang
harus segera dipenuhi, sehingga pihak koperasi memberikan pinjaman
namun dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.

Maka dari realita yang terjadi sebagaimana telah diuraikan oleh
penulis pada permasalahan ini dirasa menarik untuk dilakukan analisis
menggunakan asas kekeluargaan dan juga prinsip al-ta’'awun, sehingga
penulis mengangkat judul Implementasi Asas Kekeluargaan dan Prinsip al-
ta ’awun dalam Pemberian Pinjaman Uang Bagi Bukan Anggota Koperasi
(Studi Koperasi Arta Jaya, Jarum, Kabupaten Klaten).

. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang tersebut muncullah beberapa rumusan
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana implementasi asas kekeluargaan dalam pemberian pinjaman
uang bagi bukan anggota Koperasi Arta Jaya ?
2. Bagaimana implementasi prinsip al-fa’awun pada pemberian pinjaman

uang bagi bukan anggota Koperasi Arta Jaya ?



C. Tujuan Penelitian

BerPdasarkan identifikasi masalah di atas dapat disimpulkan yang menjadi

tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi asas kekeluargaan dalam pemberian
pinjaman uang bagi bukan anggota Koperasi Arta Jaya.

2. Untuk mengetahui implementasi prinsip al-ta’awun pada pemberian
pinjaman uang bagi bukan anggota Koperasi Arta Jaya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

Secara Teoritis

1. Menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan
kajian tentang asas kekeluargaan dan prinsip al-fa’awun pada
peminjaman di koperasi yang dilakukan oleh bukan anggota koperasi.

2. Memberikan pengetahuan lebih lanjut dan menjadikan kontribusi bagi
para intelektual muslim dalam meneliti implementasi asas kekeluargaan
dan prinsip al-ta ‘awun pada pinjaman uang bagi bukan anggota.

Secara Praktis

1. Diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk referensi atau bahan rujukan
penelitian bagi para civitas akademika, dan khususnya bagi penulis
dalam mengembangkan wawasan keilmuan.

2. Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar S-1 Hukum

Ekonomi Syariah.



E. Sistematika Pembahasan

Dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan penelitian ini,
maka penulis menyusun sistematika pembahasan dengan perincian sebagai
berikut ini:

BAB | menjelaskan pendahuluan yang berisikan latar belakang dari
permasalahan penelitian, pokok masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan untuk
mengarahkan substansi penelitian.

BAB Il menguraikan tentang tinjauan pustaka atau landasan teori yang
memuat beberapa penelitian terdahulu dan beberapa konsep dari asas
kekeluargaan, prinsip al-ta 'awun, dan koperasi.

BAB 11l memuat metode penelitian dan gambaran dari objek penelitian
secara umum meliputi sejarah berdirinya koperasi simpan pinjam Arta
Jaya, visi dan misi Koperasi Arta Jaya, struktur Koperasi Arta Jaya dan
juga data pendukung lainnya.

BAB IV berisi uraian pembahasan dan juga hasil penelitian yang sesuai
dengan rumusan masalah.

BAB V merupakan bagian terakhir berupa penutup dan memuat
kesimpulan dari isi pembahasan pokok permasalahan yang diteliti dan juga

saran.



F. Definisi Operasional

Definisi ini bertujuan untuk menjelaskan variabel yang ada pada

penelitian dengan maksud menghindari suatu kesalah pahaman penelitian,

definisi operasional ini diantaranya:

1. Asas Kekeluargaan
Berdasarkan pendapat yang dikemukakan dari Bapak Koperasi
Indonesia Moh. Hatta dijelaskan jika asas kekeluargaan merupakan asas
yang semua anggota kelompoknya atau lembaga bertindak dan
berperilaku selayaknya sebagai keluarga.®

2. Prinsip al-ta’awun
Asas al-ta’awun (tolong-menolong) merupakan perilaku tolong-
menolong yang dilakukan oleh manusia atas dasar dorongan perasaan
dari dalam diri manusia.®

3. Pinjaman Uang

Definisi dari pinjaman uang yaitu salah satu produk dari suatu

perusahaan ataupun lembaga pembiayaan dengan memberikan fasilitas
pinjaman kepada calon konsumen baru biasanya disebut dengan debitur

atau peminjam. Pinjaman uang terkadang memiliki persyaratan dengan

5> Rofiana Fika Sari, “Pengertian Asas Kekeluargaan dan Musyawarah Lengkap,” IDPengertian.net,
20 Januari 2021, diakses 26 Oktober 2022. https://idpengertian.net.

6 Rahma Putri Irianto dan Wedi Pratanto Rahayu, “Implementasi at-7a '‘awun dan al-Mas ‘uliyah
dalam Praktik Kumpi di Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah Jombang Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah” Irtifaq, Universitas Hasyim Asyari Tebuireng Jombang, No.1 (2022):
29 http://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/irtifag/article/view/2361



menyertakan agunan (jaminan) dan tanpa agunan (jaminan). Hal ini
tergantung pada lembaga yang akan memberikan pinjaman uang.’
4. Koperasi

Koperasi merupakan suatu bentuk usaha kerjasama yang terdiri dari
anggota dengan jumlah paling sedikit adalah 20 orang sebagai anggota
dengan usaha menyimpan bersama secara teratur dan juga memiliki
tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Adapun penjelasan
dari koperasi simpan pinjam berdasarkan Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) adalah koperasi khusus yang memiliki tujuan
melayani maupun mewajibkan para anggota untuk menabung, disisi lain

koperasi ini juga dapat memberikan pinjaman kepada anggotanya.

" Helda Sihombing, “Pinjaman Uang Tunai: Pengertian, Manfaat dan Jenis,” Lifepal, 9 Juni 2019,
diakses 14 September 2022, https:/lifepal.co.id.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian karya ilmiah ini untuk mendapatkan hasil yang
maksimal maka diperlukan kajian penelitian terdahulu. Dari hasil
pencarian data penulis menemukan beberapa skripsi sebagai rujukan
seperti berikut:

a. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Pebi Rustam dengan judul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Koperasi Simpan
Pinjam (Studi Pada Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo)”.®
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, Tahun 2020.
Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode
pendekatan deskriptif, kemudian penulis mendapati adanya
permasalahan penghimpunan dana dari masyarakat yang bukan
termasuk anggota koperasi dengan bentuk deposito berjangka dan juga
mematok bunga dengan jumlah tinggi melebihi bunga bank. Adapun
hasil yang didapati dari penelitian ini adalah apabila nasabah
mengalami terlambat membayar dengan jangka waktu 3 hari akan
mendapat denda atas pinjamannya kemudian pada saat membayar

utang akan dikenai bunga sebesar 2% perbulannya. Selain itu analisis

& Febi Rustam, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Koperasi Simpan Pinjam (Studi
Pada Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo)” (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam
Negeri Palopo, 2020), http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3619.
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hukum Islam dari sistem kerja Koperasi ini telah sesuai karena
memiliki tujuan untuk menolong dan mensejahterkan anggotanya
sekalipun tetap saja mengandung unsur riba berupa tambahan dari
pengambilan pinjaman.

b. Penelitian skripsi oleh Cyntia Erlinda yang berjudul “Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Praktik Koperasi Simpan Pinjam Cipta Karya Mandiri
dan Muda Karya Di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara”. °
Fakultas Syariah, Tahun 2021. Penelitian ini ditulis dengan
menggunakan jenis metode penelitian kualitatif guna mengetahui
praktik koperasi yang dipilih sebagai objek, karena permasalahan yang
didapati adanya pemberian bunga dalam pinjaman, sehingga hasil dari
penelitian ini jika tinjau dari hukum Islam adanya ketidak sesuaian
dengan syarat dari akad qard.

C. Penelitian selanjutnya “Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan
Peminjaman Uang Bagi yang Bukan Anggota Koperasi (Studi Pada
Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera)” oleh Oxsha Julian.!® Dalam
penelitiannya penulis menggunakan jenis penelitian lapangan yang
menggunakan sumber dari wawancara dari anggota Koperasi.
Permasalahan yang terjadi adalah anggota koperasi memberi pinjaman

uang kepada bukan anggota melalui perjanjian personal dan bermodal

9 Cyntia Erlinda, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Koperasi Simpan Pinjam Cipta Karya
Mandiri dan Muda Karya Di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara” (Undergraduate Thesis
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021), http://repository.iainbengkulu.ac.id/7725.

10 Oxsha Julian, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Peminjaman Uang Bagi Yang Bukan
Anggota Koperasi (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera)” (Undergraduate Thesis
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), http://repository.radenintan.ac.id/6382.
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kepercayaan dari anggota koperasi. Hasil yang didapati dari penelitian
ini adalah segala mekanisme telah memenuhi persyaratan dan dalam
tinjauan hukum Islam pinjaman itu diperbolehkan selagi memenuhi

asas yang berlandaskan syariat Islam.

. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Tuti Hartati dan M Fajar dengan

judul “Wanprestasi Dalam Pemberian Pinjaman Kepada Bukan
Anggota Pada Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa Cabang
Blangkejeren”.!! Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Tahun
2019. Penulis menggunakan metode yuridis empiris guna
mendapatkan mekanisme pelaksanaan pada pemberian pinjaman
kepada bukan anggota koperasi, faktor terjadinya wanprestasi
pemberian pinjaman dan upaya penyelesaiannya. Adapun hasil dari
penelitian ini adalah memberikan pinjaman kepada bukan anggota
menimbulkan  beberapa hambatan sehingga mengakibatkan
wanprestasi dan upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan
dengan cara musyawarah atau kekeluargaan bilamana peminjam masih
belum melakukan pembayaran maka koperasi berhak melaporkan ke
pihak berwajib.

Jurnal penelitian dengan judul “Kekuatan Hukum Perjanjian
Peminjaman Uang Oleh Bukan Anggota Koperasi Paneca Rahayu”

oleh 1 Wayan Wahyu Putra Utama dan | Wayan Novy Purwanto,

11 Tuti Hartati PW dan M. Jafar, “Wanprestasi Dalam Pemberian Pinjaman Kepada Bukan Anggota

Pada

Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa Cabang Blangkejeren” (journal),

http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=41387
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Fakultas Hukum Universitas Udayana.!? Penelitian ini membahas
kekuatan hukum dari perjanjian peminjaman uang oleh bukan anggota
koperasi Paneca Rahayu karena adanya fenomena hukum yang tidak
sesuai pada kenyataan. Adapun pada peneleitian ini menggunakan
jenis penelitian hukum empiris dan hasil dari penelitian ini adalah
kekuatan dari perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh
Koperasi Paneca Rahayu memiliki kekuatan hukum mengikat antara
Koperasi Paneca Rahayu sebagai kreditur dan pihak anggota sebagai
debitur karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang
memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata.
Tabel 1.

Perbandingan Penelitian Terdahulu

No | Nama Judul Persamaan Perbedaan
Peneliti Penelitian

1 Pebi Tinjauan Hukum | Penelitian ini | Penelitian
Rustam Islam Terhadap | sama-sama terdahulu

Sistem Kerja | berfokus pada | berfokus pada
Koperasi Simpan | koperasi dan | tinjauan
Pinjam  (Studi | menggunakan hukum Islam

Pada Koperasi | jenis dari  sistem

Wahana Mandiri | penelitian kerja koperasi

Kota Palopo) lapangan. simpan
pinjam.

12 1 Wayan Wahyu Putra Utama dan I Wayan Novy Purwanto, “Kekuatan Hukum Perjanjian
Peminjaman Uang oleh Bukan Anggota Koperasi Paneca Rahayu”, Kertha Semaya, Universitas
Udayana, No. 9 (2018): 11 https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/53733
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Cyntia Tinjauan Hukum | Penelitian ini | Penelitian
Erlinda Islam Terhadap | sama-sama terdahulu
Praktik Koperasi | membahas berfokus pada
Simpan Pinjam | pada praktik | tinjauan
Cipta Karya | koperasi dan | hukum Islam
Mandiri dan | jenis dari  praktik
Muda Karya Di | penelitian koperasi yang
Argamakmur lapangan yang | diteliti.
Kabupaten sama.
Bengkulu Utara
Oxsha Tinjauan Hukum | Penelitian ini | Penelitian
Julian Islam  Tentang | sama-sama terdahulu ini
Larangan meneliti berfokus pada
Peminjaman pinjaman yang | larangan
Uang Bagi yang | tidak peminjam-an
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B. Kerangka Teori

a. Perjanjian Pinjam-meminjam

Perjanjian atau kontrak berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata
merupakan suatu perbuatan dari satu pihak atau lebih yang
mengikatkan diri dengan satu orang pihak atau lebih. Menurut teori
lama atau doktrin perjanjian merupakan perbuatan hukum atas dasar
sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Menurut teori baru yang
sampaikan oleh Van Dunne perjanjian merupakan suatu hubungan
hukum antara dua pihak atau lebih atas dasar kata sepakat untuk
menimbulkan akibat hukum.®

Dalam suatu perjanjian disebutkan pada Buku 111 KUH Perdata ada
5 macam asas hukum yang menjadi dasar dilakukannya perjanjian itu,
yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak, pada Pasal 1338 ayat (1) KUH
Perdata disebutkan: “semua perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya”. Asas ini memberi kebebasan kepada para pihak
untuk mengadakan, menentukan isi, menentukan bentuk dari
perjanjian.

2. Asas konsensualisme, pada asas ini perjanjian terjadi jika kedua

belah pihak telah sama-sama mengatakan kata sepakat

13 salim HS, Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih, Perancangan Kontrak dan Memorendum of
Understanding (MoU) (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 7-8.
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mengenai pokok dari perjanjian itu, maka sejak saat itu
perjanjian memiliki akibat hukum.

3. Asas pacta sunt servanda (kepastian hukum), memiliki arti jika
perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang
membuatnya.

4. Asas iktikad baik, merupakan asas yang mendasari antara pihak
kreditur dan juga debitur untuk melaksanakan perjanjian sesuai
dengan keyakinan baik dan kepercayaan yang teguh.

5. Asas kepribadian, merupakan asas yang menentukan bahwa
seseorang yang akan melakukan atau membuat kontrak untuk
kepentingan perseorangan.

Selain asas-asas hukum dalam perjanjian tentu saja ada beberapa
persyaratan yang harus dipenuhi. Disebutkan pada Pasal 1320 KUH
Perdata ada empat syarat yang terdiri dari:

1. Adanya kesepakatan para pihak, kesepakatan ini telah diatur
pada Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Kesepakatan ini
merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang
atau lebih dengan pihak lainnya.

2. Kecakapan Dbertindak, merupakan kemampuan untuk
melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum ini hanya
dilakukan oleh orang-orang yang mengadakan perjanjian dan
telah cakap sebagaimana yang ditentukan dalam undang-

undang.
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3. Adanya objek perjanjian, objek perjanjian yang disebutkan dari
berbagai literatur merupakan prestasi (pokok perjanjian).
Prestasi akan menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi
hak kreditur.

4. Adanya kausa halal, dalam hal ini perjanjian dapat dilakukan
selama tidak bertentangan dengan perilaku yang menyimpang
dari undang-undang, kesusilaan, dan juga ketertiban umum.

Maka jika syarat ini telah terpenuhi perjanjian itu dapat
dilaksanakan sesuai dengan kebutuhannya. Dengan adanya perjanjian
ini secara yuridis berfungsi untuk:*

1. Mengatur hak dan kewajiban para pihak

2. Mengamankan transaksi bisnis

3. Mengatur tentang pola penyelesaian sengketa yang timbul
antara kedua belah pihak.

Adapun pada perjanjian pinjam terbagi menjadi dua macam, yaitu
perjanjian pinjam barang yang tidak dapat diganti (bruiklening) dan
perjanjian pinjam barang yang dapat diganti (verbruiklening).®® Pada
penelitian ini perjanjian pinjam yang dimaksud adalah perjanjian
pinjam pakai habis. Jika ditelaah perjanjian pinjam-meminjam
merupakan kegiatan untuk memperoleh prestasi, prestasi yang

dimaksud adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi seseorang

14 Salim HS, Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih, Perancangan Kontrak dan Memorendum of
Understanding (MoU), 24.

15 Dedi Ismatullah, Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Islam (Bandung: Pustaka Setia,
2011), 90.
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dalam suatu hal yang telah disepakati bersama dan tertulis dalam
perikatan. Perjanjian pinjam-meminjam akan berjalan dengan baik dan
teratur jika para pihak sama-sama memenuhi hak dan kewajibannya,
akan tetapi jika perjanjian itu tidak bisa berjalan sesuai dengan apa
yang telah disetujui bersama dan salah satu pihak tidak memenuhinya
maka hal itu dapat dikatan sebagai perbuatan wanprestasi.'®

Pinjam-meminjam bila dilihat pada Pasal 1754 KUH Perdata
merupakan perjanjian dengan menentukan pihak pertama untuk
menyerahkan sejumlah barang yang bisa habis terpakai kepada pihak
kedua, dengan persyaratan pihak kedua mengembalikan barang serupa
kepada pihak pertama sejumlah dan sesuai keadaan semula. Perjanjian
yang dimaksud pada KUH Perdata ini merupakan pinjam meminjam
(pakai habis), perjanjian ini telah diatur mulai Pasal 1754 sampai Pasal
1762 KUH Perdata. Adapun pada Pasal 1763 KUH Perdata disebutkan
bahwa siapapun yang meminjam suatu barang maka wajib untuk
mengembalikan dalam jumlah dan keadaan yang sama pada waktu
yang telah disepakati bersama.

Perlu digaris bawahi jika subjek dari perjanjian pinjam-meminjam
ini adalah adalah kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima

pinjaman). Adapun objeknya adalah uang yang habis dipakai.}’ Pada

16 Putri Alam Prabancani, Desak Gede Dwi Arini dan I Gusti Ketut Sri Astiti, “Penyelesaian
Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang” Jurnal Analogi Hukum, Universitas
Warmadewa Bali, No. 1 (2019): 69 https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum

17.3alim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Cet X (Jakarta: Sinar Grafika,
2014), 78.
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Pasal 1765 KUH Perdata disebutkan jika peminjaman uang ataupun
barang yang habis oleh pemakaian dibolehkan untuk membuat
persyaratan bahwasannya pinjaman itu akan dibayarkan bunga. Maka
jelaslah bilamana seseorang melakukan pinjaman harus dikembalikan
sesuai dengan bentuk semula dan juga harus sesuai dengan yang telah
disetujui bersama.

Adapun pendapat yang disebutkan oleh Subekti adalah salah satu
kriteria dalam membedakan antara pinjam-meminjam dengan pinjam
pakai dilihat dari barang yang dipinjam, apakah habis karena
pemakaian atau tidak. Jika barang yang dipinjamkan habis karena
pemakaian maka hal itu merupakan pinjam-meminjam. Dapat juga
terjadi jika barang itu habis dikarenakan pemakaian, diberikan dalam
pinjam pakai yaitu jika akan dipakai sebagai pajangan atau
dipamerkan.!® Dari pernyataan Subekti itu maka sangat jelas jika
pinjam-meminjam merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh
debitur dan kreditur dengan barang yang dipinjam termasuk dalam
barang yang habis dikarenakan pemakaian.

Dari beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan jika pinjam-
meminjam adalah kondisi dimana pihak kreditur memberikan
pinjaman berupa uang (barang yang habis karena sebab pemakaian)

kepada debitur dan bersedia untuk mengikatkan diri dan

18 Subekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Cet V (Bandung:
Citra Aditya, 1999), 3.
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mengembalikan pinjaman tersebut dengan jumlah dan batas waktu
yang disepakati bersama.
b. Koperasi
1. Pengertian Koperasi
Istilah koperasi bermula dari bahasa Inggris yaitu cooperation
dengan makna sebagai kerja sama. Jika diartikan dalam dunia
bisnis koperasi merupakan bentuk kegiatan kerja sama dari para
anggota yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama
secara ekonomis, sehingga semangat koperasi akan tumbuh dari
para individu pribadi.®
Pengertian koperasi juga disebutkan pada Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah
badan usaha yang beranggotakan orang seorang ataupun badan
hukum koperasi yang memiliki landasan kegiatan berdasarkan
prinsip koperasi dan juga gerakan ekonomi rakyat atas dasar asas
kekeluargaan. Menurut bapak koperasi Indonesia (Moh. Hatta)
koperasi merupakan usaha bersama untuk memperbaiki nasib
penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong yang
didorong oleh keinginan memberi jasa kepada orang lain “seorang
untuk semua dan semua untuk seorang”.%

Adapun koperasi berperan sebagai media untuk demokrasi

19 Indriyo Gitosudarmo, Pengantar Bisnis (Yogyakarta: BFE, 2003), 78.
20 Muhammad Nizar, Ekonomi Koperasi (Pasuruan: Universitas Yudharta Pasuruan, 2018), 5.
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ekonomi dan sosial selain itu koperasi merupakan badan usaha
milik bersama para anggota, pengelola dan juga pengurus.
Koperasi akan berjalan dan teratur dengan adanya musyawarah dan
mufakat pada rapat anggota.
2. Dasar Hukum Koperasi
Dasar hukum utama dari koperasi adalah Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Koperasi).
Dengan berlakunya UU Koperasi maka Undang-Undang No. 12
Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian dinyatakan tidak
berlaku.?
3. Asas, Tujuan, Fungsi dan Prinsip Koperasi
a. Asas Koperasi
Definisi dari koperasi pada pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian
disebutkan jika asas dari koperasi meliputi asas kekeluargaan
dan kegotong-royongan. Asas kekeluargaan yang dimaksud
adalah adanya kesadaran dari hati manusia saat melakukan
kerja sama pada koperasi oleh semua dan untuk semua dengan
dasar keadilan, kebenaran dan juga keberanian untuk
memprioritaskan keperluan bersama. Adapun yang dimaksud

dengan asas kegotong-royongan yaitu adanya rasa tanggung

21 Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, Pengantar Hukum Perusahaan (Jakarta: Prenadamedia
Group, 2016), 189.
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jawab dan semangat kerja sama untuk menciptakan
kesejahteraan bersama.??
Tujuan Koperasi
Tujuan koperasi terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang mana
tujuan pertama koperasi adalah untuk mensejahterakan
anggotanya dan khususnya untuk masyarakat pada umumnya.
Selanjutnya koperasi juga bertujuan untuk menciptakan
kembali susunan perekonomian bangsa Indonesia yang maju,
adil dan makmur dengan berlandaskan pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945.
Adapun secara general koperasi Indonesia memiliki peran
penting sebagai berikut:%
1. Koperasi berperan dalam mengurangi tingkat
pengangguran.
2. Koperasi dapat mengembangkan kegiatan usaha
masyarakat.
3. Koperasi berperan dalam meningkatkan pendidikan
rakyat, terutama pendidikan perkoperasian dan juga di

dunia usaha.

22 Muhammad Firdaus, Perkoperasian Sejarah, Teori dan Praktek (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002),

43.

2 Helles Amanda, “Peran Koperasi Simpan Pinjam Amanah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan
Anggota Koperasi Pada Desa Situmekar Sumedang” Sintesa, STIE Sebelas April Sumedang No.
2

(2019): 4 http://ejournal.stiellapril-

sumedang.ac.id/ojs/index.php/ejournalstiesas/article/view/56
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4. Koperasi berperan sebagai alat perjuangan ekonomi.
5. Koperasi juga berperan dalam menciptakan demokrasi
ekonomi.
c. Fungsi Koperasi
Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
tentang perkoperasian disebutkan fungsi dan juga peranan dari
koperasi. Pertama, membangun dan juga mengembangkan
potensi dalam rangka meningkatkan kesejateraan ekonomi dan
sosial. Kedua, memiliki peran aktif dalam upaya menjulang
kualitas kehidupan masyarakat. Ketiga, untuk menguatkan
perekonomian rakyat sebagai upaya menguatkan dan juga
kegigihan perekonomian nasional bersama koperasi. Keempat,
newujudkan dan juga mengembangkan usaha bersama atas asas
kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
d. Prinsip Koperasi
Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
tentang perkoperasian disebutkan beberapa prinsip koperasi,
yaitu:2*
1. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi atas dasar
pengelolaan koperasinya yang dilakukan dengan cara
demokratis, adil dalam membagikan sisa hasil usaha,

keanggotaan dengan sifat sukarela dan terbuka.

24 Revrisond Baswir, Koperasi Indonesia (Yogyakarta: BPFE, 2013), 53.
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2. Dalam pengembangan koperasi  prinsip  Kkoperasi
berdasarkan atas kerjasama antar koperasi dan juga
pendidikan perkoperasian.

3. Para anggota berkontribusi dalam permodalan koperasi
secara adil dan juga secara demokratis.

4. Ketentuan Mendirikan Koperasi
a. Rapat Persiapan
Pada badan usaha koperasi ini untuk mewujudkan kerjasama
ekonomi dibutuhkan niat atau keinginan bersama melalui
pengembangan usaha, hal itu tentu saja harus diadakan rapat
persiapan yang wajib dihadiri oleh pendiri koperasi dan juga
anggota koperasi dalam menyusun rancangan anggaran dasar,
anggaran rumah tangga serta hal lain yang akan dibutuhkan.
Pada pelaksanaan rapat persiapan ini koperasi wajib
menuangkan hal-hal penting atau ide dalam bentuk catatan
berita acara rapat pendirian koperasi yang harus ditandatangani
oleh pemimpin rapat dan sekretaris rapat atau salah seorang
peserta rapat untuk menjadi bukti yang mengikat dan dokumen
resmi.
b. Menyusun AD/ART
Dalam pendirian koperasi diperlukan syarat pembentukan
yang didapat dari kesepakatan perjanjian semua anggota. Hasil

dari kesepakatan yang telah ditentukan harus dicatat dalam
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bentuk penyusunan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran
Rumah Tangga (ART) yang memuat hak dan juga kewajiban
yang dijadikan sebagai dasar operasional. Berdasarkan pada
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian anggaran dasar harus memuat sekurang-
kurangnya:

1. Daftar nama pendiri

2. Nama dan tempat kedudukan

3. Maksud dan tujuan serta bidang usaha

4. Ketentuan mengenai keanggotaan

5. Ketentuan mengenai Rapat Anggota

6. Ketentuan mengenai pengelolaan

7. Ketentuan mengenai permodalan

8. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya

9. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha

10. Ketentuan mengenai sanksi

c. Sumber Permodalan

Dalam pendirian koperasi diperlukan kesediaan modal
untuk mewujudkan bentuk simpanan anggota. Penggunaan
modal yang terkumpul dari simpanan uang para anggota
koperasi pada dasarnya adalah pemiliknya sendiri. Adapun
sumber modal dalam mendirikan koperasi berdasarkan Pasal

41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang
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Perkoperasian terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
Modal sendiri bisa berasal dari:

1. Simpanan pokok

2. Simpanan wajib

3. Dana cadangan dan

4. Hibah

Kemudian untuk modal pinjaman terdiri dari:

1. Anggota

2. Koperasi lainnya dan atau anggotanya

3. Bank dan lembaga keuangan lainnya

4. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya

5. Sumber lain yang sah

Dalam objek penelitian ini penulis mendapati informasi
jika Koperasi Arta Jaya berdiri dengan modal awal yang berasal
dari dana Hibah. Hibah sendiri merupakan dana yang berbentuk
pemberian tanpa disertai imbalan serta hibah yang yang diterima
koperasi dari pihak lain yang berwujud uang maupun barang.

5. Jenis Koperasi

Koperasi selain memiliki tujuan dan fungsi juga terdiri dari

beberapa jenis berikut ini :2°

a. Koperasi Konsumen

25 Ni Made Intan Priliandani, Ni Made Rai Juniarini, Ni Putu Sri Mariyatni, “Pengaruh Ukuran
Koperasi, Jenis Koperasi Serta Pengalaman Kepengurusan Manajemen Terhadap Kualitas Sistem
Pengendalian Intern Pada Koperasi Di Kabupaten Tabanan” Jurnal Aplikasi Akuntansi,
Universitas Mataram, No 1, (2018):153-154 https://doi.org/10.29303/jaa.v3i1.37.
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Koperasi ini memiliki anggota dari para konsumen
dengan menjalankan kegiatan jual beli barang
konsumsi.

b. Koperasi Kredit (Koperasi Simpan-pinjam)
Koperas ini bergerak dibidang simpan pinjam dana
sebagai usaha untuk melayani anggotanya.

c. Koperasi Produsen
Koperasi ini memiliki anggota yang terdiri dari
pengusaha kecil dengan menjalankan kegiatan usaha
pengadaaan bahan baku dan penolong untuk para
anggota.

d. Koperasi Pemasaran
Koperasi jasa merupakan koperasi dengan kegiatan
menjalankan perdagangan produk ataupun jasa
koperasi atau anggotanya.

e. Koperasi Jasa
Koperasi ini bergerak pada bidang usaha jasa dan juga
menyelenggarakan kegiatan usaha peladenan jasa non
simpan pinjam untuk anggota dan non anggota.

Dari beberapa jenis koperasi yang telah disebutkan, pada

penelitian ini penulis menentukan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
atau dikenal dengan koperasi kredit sebagai objek penelitian.

Koperasi simpan pinjam secara legal telah diperbolehkan
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pemerintah Indonesia dengan jelas pada:?®

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
1992 tentang Perkoperasian.

b. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh
Koperasi.

c. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia Nomor:
351/KEP/M/XI11/1999 tentang petunjuk pelaksanaan
kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Adapun koperasi berdasarkan pada Pasal 19 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dalam memberikan pinjaman
harus memgang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat
dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan
pemohon pinjaman. Koperasi juga berkiprah dibidang lapangan
usaha penataan modal melewati tabungan para anggota secara
terus-menerus dan teratur untuk dipinjam oleh para anggotanya
dengan cara yang cepat, mudah, murah dan sesuai dengan asas

kekeluargaan.

%6 Febi Rustam, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Koperasi Simpan Pinjam (Studi
Pada Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo)” (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam
Negeri Palopo, 2020), http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3619.
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Koperasi Simpan Pinjam tentunya memiliki tujuan untuk
mendukung keperluan kredit para anggota dengan sarana yang
ringan, membimbing para angota agar giat menyimpan modal,
berhemat dengan menyisihkan sebagian pendapatan dan juga
menambah wawasan perkoperasian.?’

Dalam hal pemberian kredit atau pinjaman ada beberapa
ketentuan yang harus dipenuhi sesuai dengan Anggaran Dasar
sesuai pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1992. Begitu juga dijelaskan pada Pasal 20 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1995 dalam melaksanakan kegiatan usaha maka
pelayanan yang harus diutamakan adalah anggota, setelah anggota
telah mendapatkan pelayanan pinjaman maka calon anggota dapat
dilayani. Selanjutnya untuk batas maksimum dari pemberian
pinjaman baik kepada anggota maupun calon anggota koperasi

akan sesuai dengan Rapat Anggota yang telah ditentukan.

c. Qard

1. Pengertian Qard

Qard merupakan kata yang berasal dari bahasa arab al-qath 'u
(memotong) dengan maksud uang yang diambil oleh peminjam
didapat dari memotong sebagian harta dari yang meminjamkan.?®

Adapun menurut istilah gard merupakan pemberian harta yang bisa

27 Ninik Widiyanti dan Y.W. Sunindhia, Koperasi dan Perekonomian Indonesia, Cet V (Jakarta:
Rineka Cipta, 2008), 54.
28 Sayyid Sabig, Figh Sunnah (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 181.
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digunakan manfaatnya untuk keperluan bersama kepada orang lain
dan dapat ditagih, dikembalikan dilain hari atau biasa disebut
dengan peminjaman tanpa mengharapkan imbalan.?

Selain itu beberapa ‘ulama’ memiliki pendapat dari istilah gard
sebagai berikut:*°

a. ‘Ulama’ Hanafiyah mengemukakan gard menurut istilah
adalah kekayaan yang dipinjamkan harus terukur kadar,
jumlah dan timbangannya. Meminjamkan binatang tidak
termasuk qard.

b. ‘Ulama’ Malikiyah mengemukakan definisi gard adalah
kekayaan yang dipinjamkan mempunyai nilai ekonomi
serta manfaat untuk si peminjam, hal itu bukan termasuk
dalam pemberian namun pinjaman yang harus
dikembalikan.

c. ‘Ulama’ Hanabilah mendefinisikan gard yaitu kegiatan
meminjamkan harta kepada pihak lain yang diambil
manfaatnya dan wajib segera dikembalikan dikemudian
hari.

d. ‘Ulama’ Syafi’tyah mendefinisikan gard yaitu memiliki
sesuatu yang harus dikembalikan sebanyak dengan yang

dimiliki.

29 Miftahul Khairi, Figh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab (Y ogyakarta: Maktabah Al-Hanif
2004), 153.

30 Atang Abd Hakim, Figh Perbankan Syariah (Transformasi Figih Muamalah ke dalam Peraturan
Perundang-Undangan) (Bandung: Refika Aditam, 2011), 226.
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e. Sayid Sabiq juga mendefinisikan gard yaitu harta yang
diberikan olen pemberi hutang (muqgrid) kepada
penerima hutang (mugtarig) kemudian dikembalikan
kepada (mugrid) sesuai dengan yang diterima ketika

(mugtarid) telah mampu membayar.3!

Adapun definisi gard pada Fatwa Dewan Syariah Nasional
MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 merupakan pinjaman yang
diberikan kepada nasabah yang menghajatkan dan pihak nasabah
diwajibkan mengembalikan sejumlah pokok yang diterima pada
waktu yang telah disepakati bersama namun tanpa tujuan untuk
mendapat keuntungan pada salah satu pihak. Berdasarkan dengan
penjelasan diatas seluruh kegiatan manusia pada dasarnya telah
diatur dalam al-Qur’an dan Hadits, selain itu kaum muslimin juga
dianjurkan untuk memberikan pinjaman apabila ada seseorang yang
sedang membutuhkannya. Pihak peminjam atau debitur wajib untuk
mengembalikan pokok pinjaman dan diperbolehkan juga apabila si
peminjam memberikan bonus dengan inisiatif pribadi dan juga atas

dasar keridhaannya.
2. Dasar Hukum Qard

Akad gard merupakan akad yang diperbolehkan namun dengan

menggunakan skema pinjam-meminjam dan juga tidak menyulitkan

31 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010), 274.
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transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa ada pembebanan bunga
atas dana yang dipinjam.*? Haram bilamana pemberi pinjaman
mensyaratkan tambahan kepada peminjam, karena sama saja

meminta riba dan Allah SWT telah melarang perbuatan itu.

Adapun beberapa ayat yang menjelaskan tentang gard dalam
firman Allah SWT surat al-Bagarah ayat 245:

Wlaal 41 A3 lindd Lna la i D e Lk o301 13 4a

Gsaanh al)s blias (mady D575 8

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman

yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah

akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat

ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan
(rezeki) dan kepada Nya-lah kamu dikembalikan .33

Kemudian pada ayat 280 surat al-Bagarah yang berbunyi:
| 5830a3 5155 5man (G1) 3538 3o0e 53 I8 4)5

Oselad 2538 )% K0 i

“dan jika (orang yang berhutang) dalam kesulitan, maka

berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan

32 Darsono dkk., Perbankan Syariah di Indonesia (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 232.
33 Tim Penerjemah, Al-Qur’an dan terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2015), 39.
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menyedekahkan (sebagian atau semua hutag) itu lebih baik

bagimu, jika kamu mengetahui” 3*

Dilanjut dengan penjelasan dari kaidah figh:
L sed ladd » (a8 S
“setiap bentuk gard yang mendatangkan manfaat adalah

riba”

Kaidah figh tersebut menyebutkan dengan jelas larangan
riba yang dihasilkan dari gard, karena setiap qard yang dilakukan
dengan unsur mencari keuntangan maka Allah melarangnya, selain
itu penjelasan dari ayat diatas juga dapat disimpulkan bilamana
Allah SWT telah memberikan rizki dan tingkat kehidupan yang
berbeda-beda kepada manusia, ada yang hidup berkecukupan dan
ada pula yang hidup kurang berkecukupan. Dengan keadaan yang
seperti ini Allah SWT memiliki maksud untuk memberikan

kesempatan bagi hambanya yang ingin berbuat baik.

Maka sesuai dengan ayat diatas Allah SWT memerintahkan
kepada orang yang beriman untuk saling membantu dalam kebaikan
bilamana seseorang itu membutuhkan bantuan berupa pinjaman, dan

Allah SWT berjanji akan memberikan pengampunan dosa dan

34 Tim Penerjemah, Al-Qur’an dan terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2015), 47.
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melipat gandakan pahalanya kepada mereka yang memberikan

bantuan pinjaman.

3. Syarat dan Rukun gard
Dalam mencapai suatu sahnya gard ini maka syarat dan
rukunnya harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan syara’ sebagai
berikut:®

a. Pihak pemberi pinjaman (muqgrid) dan peminjam
(mugtarid). Disyaratkan kepada para pihak harus baligh,
berakal, tidak ada paksaan dan cakap bertindak hukum.

b. Barang yang dipinjamkan (gard). Barang yang dimaksud
disini bisa berupa sejumlah uang atau benda yang
diperbolehkan oleh syara’. Syarat dari harta yang
dipinjamkan harus diketahui kadarnya baik yang bisa
dihitung, ditimbang atau diukur dan sifatnya.

c. ljab gabul atau biasa disebut dengan serah terima.
Dengan syarat harus jelas, dapat dimengerti oleh seluruh
pihak dengan tujuan agar tidak menimbulkan kesalah
pahaman dilain hari dan yang paling penting harus

dengan rasa saling ridho.

35 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 179.

34



4. Etika dalam Pinjam-meminjam (Qard)

Adapun beberapa hal yang harus selalu diperhatikan dan
diterapkan yang menjadi nilai sopan santun dalam melakukan

pinjam-meminjam ialah:®

a. Pada saat melakukan pinjam-meminjam (qard) selain
harus dikuatkan dengan tulisan yang bermaterai selain
itu juga diperlukan seorang saksi laki-laki dan dua orang
saksi wanita.

b. Dalam melakukan pinjaman hendaknya dilakukan
dengan dasar adanya kebutuhan mendesak serta niat
ikhlas dalam hati untuk membayarnya kembali atau
mengembalikan.

c. Ketika pihak peminjam berhutang maka hendaknya
pihak yang meminjamkan berniat untuk memberikan
bantuan pertolongan. Bilamana pihak peminjam tidak
mampu untuk mengembalikan hendaknya pihak yang
meminjamkan membebaskan hutang itu. Namun bila
pihak peminjam mampu untuk membayar maka
hendaknya untuk mempercepat pembayaran hutangnya

karena jika sengaja membiarkan tanpa ada inisiatif

3% Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 98.
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mengembalikan pembayaran pinjaman berarti orang
tersebut telah berbuat zalim.*’

d. Bilamana seseorang membutuhkan pinjaman atas
sesuatu maka si pemberi pinjaman tidak boleh
mengsyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok
pinjamannya karena hal itu dalam hukum Islam telah
dilarang dan hukumnya menjadi riba.

5. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah

Dalam pelaksanaan muamalah terdapat beberapa asas yang

terdiri dari:*

a. Asas mu’awanah, merupakan asas yang mewajibkan
seluruh umat muslim melakukan tolong-menolong dan
melaksanakan kemitraan dengan prinsip saling
membutuhkan dan saling membesarkan.

b. Asas musyarakah, merupakan suatu bentuk dari
muamalah kerjasama antara pihak yang saling
menguntungkan namun tidak hanya untuk pihak yang
terlibat tetapi bagi seluruh masyarakat.

c. Asas al-ta’awun, merupakan asas tolong-menolong atau
gotong-royong Yyang bertujuan untuk mewujudkan

kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam rangka

37 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, 99.

38 Muhammad Khalid, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang
Perbankan Syariah” Asy-Syari’ah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, No. 2 (2018): 151-152
https://www.researchgate.net/publication/329851924
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saling memenuhi keperluan masing-masing dalam
rangka kesejahteraan bersama.

. Asas manfa’ah (tabadulul manafi’), merupakan asas
yang mendasari bahwa segala bentuk kegiatan muamalah
harus memberikan keuntungan dan juga manfaat untuk
para pihak yang terlibat.

. Asas antaradhin, merupakan asas yang mendasari
adanya suka sama suka atau kerelaan dari individu atau
pihak yang melakukan kegiatan muamalah.

Asas ‘adamul gharar, bahwa setiap bentuk muamalah
tidak boleh ada gharar atau tipu daya yang menyebabkan
salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya
sehingga hilanglah unsur kerelaan dari salah satu pihak
dalam melakukan transaksi.

. Asas al-musawah, merupakan asas kesamaan atau setara,
yang setiap pihak pelaku muamalah berkedudukan sama.
. Asas al-Siddig, merupakan asas yang menjunjung
kejujuran dan kebenaran, jika suatu perjanjian
didalamnya terdapat unsur kebohongan maka menjadi
batal atau tidak sah.

Asas pemerataan, merupakan asas yang menerapkan
prinsip keadilan. Asas ini bertujuan supaya harta tidak

didistribusikan secara merata dan tidak dikuasai sepihak.

37



1.

BAB Il
METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
yuridis empiris atau penelitian lapangan, dikarenakan pada penelitian ini
akan lebih mudah jika dilakukan di lokasi objek penelitian kemudian
melakukan pendekatan dan melihat suatu kenyataan aspek-aspek hukum
dalam interaksi sosial di masyarakat yang berfungsi untuk menunjang dalam
mengidentifikasi dan juga mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi
keperluan penelitian atau penulisan hukum.®® Adapun peneliti datang ke
lapangan untuk mencari dan mengumpulkan informasi sebagai data primer
seputar peminjaman uang yang dilakukan oleh non-anggota Koperasi Arta
Jaya yang didapat dari wawancara terbuka dengan pihak Koperasi Arta Jaya
sebagai objek penelitian.
Pendekatan Penelitan

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah menggunakan
pendekatan socio-legal. Pada pendekatan ini akan mencakup berbagai
konteksi disiplin ilmu, baik dalam ilmu sosial maupun ilmu hukum
kemudian mengaitkan antara hukum dengan sosiologis, politik dan ekonomi

dari aktivitas manusia.*°

39 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 105.
40 Muhammad Helmy Hakim, “Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum Dari Doktrinal ke Sosio-

Legal”,

No. 2 (2016): 108 http://jurnal.uin-

antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/1031/1251
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Pada pendekatan penelitian socio legal ini akan bertumpu pada data
utama yang didapati dari Koperasi Arta Jaya melalu informan atau
karyawan koperasi dengan cara wawancara mendalam dan juga pengamatan
sehingga akan berbentuk cerita yang detail seperti gambaran umum dan
deskripsi secara rinci.

3. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih lokasi penelitian di Koperasi Arta Jaya yang berada
di desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten dan terletak dekat
dengan kantor kelurahan.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan subjek dari mana data itu
diperoleh, apabila penelitian menggunakan kuisioner atau wawancara maka
sumber data itu disebut dengan responden (orang yang merespon atau
menjawab pertanyaan peneliti, baik dengan pertanyaan secara tertulis
maupun secara lisan).*! Secara garis besar penelitian ini terbagi menjadi dua
sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari
sumber pertama. Dari penelitian ini data primer diperoleh dari hasil
wawancara dengan pengurus Koperasi Arta Jaya dan juga dari hasil

pengamatan langsung terhadap subjek yang diteliti.

41 Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 107.
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b. Sumber Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber tidak
langsung seperti teori dari dokumentasi, jurnal, buku dan sumber

internet yang berkaitan erat de ngan penelitian yang dilakukan.*?

5. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis dalam mengumpulkan data
menggunakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk
mendapatkan data dan informasi yang diperlukan supaya sesuai dengan
ciri dari penelitian kualitatif. Berikut ini cara yang digunakan dalam
penelitian dengan menggunakan beberapa metode:

a. Pengamatan (Observation)

Observasi adalah kegiatan mencatat dan mengamati secara
sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.** Pada penelitian ini
obesrvasi dilakukan untuk mengetahui dan mengamati implementasi
dari asas kekeluargaan dan prinsip al-ta ‘awun dalam peminjaman uang
bagi bukan anggota Koperasi Arta Jaya telah sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan hukum Islam atau belum dengan
mengamati secara langsung di lokasi objek penelitian. Adapun penulis
juga melakukan pencatatan sistematis terhadap fenomena yang diteliti

untuk mendapatkan gambaran secara nyata.

42 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2014), 63.
43 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 70.
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b. Wawancara (Interview)

Wawancara atau interview merupakan salah satu teknik
pengumpulan data melalui suatu bentuk komunikasi verbal dengan
tujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara juga termasuk dalam
sumber data yang bersifat primer, dimana dalam pelaksanaannya bisa
dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian atau
informan selaku responden penelitian di lapangan.* Pada teknik
wawancara ini peneliti melakukan tanya jawab terhadap pihak yang
berkaitan di lokasi objek penelitian.

c. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan kegiatan berupa mengumpulkan,
memeriksa dan menulusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang
dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh
peneliti.*® Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan terdiri dari
dokumentasi berupa rekaman dalam bentuk foto untuk meningkatkan
kevalidan dalam suatu data.

6. Metode Pengolahan Data
Pada penelitian ini penulis dalam proses mengolah data

menggunakan beberapa tahapan yang dilakukan:

44 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), 142.
45 M. Syamsudin, Operasional Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 101.
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1. Editing (memeriksa data)

Pada tahapan pertama penulis memeriksa kembali catatan,
berkas dan informasi yang didapatkan dari lapangan berupa hasil
wawancara bersama karyawan Koperasi Arta Jaya apakah telah
sesuai dengan kebutuhan atau belum yang bertujuan untuk
memudahkan penulis untuk menganalisis sesuai dengan sumber
hukum.

2. Classifying (mengelompokkan data)

Pada tahapan ini penulis akan mengumpulkan data setelah
diperiksa kemudian dari data hasil wawancara bersama pihak
Koperasi Arta Jaya akan dianalisis menggunakan teori yang
sesuai dengan rumusan masalah.

3. Verifying (verifikasi data)

Tahapan ini merupakan proses memeriksa kembali agar
mendapatkan kevalidan data seputar Koperasi Arta Jaya dan
untuk menghindari adanya kesalahan dalam menganalisis data
penelitian.

4. Analyzing (analisa data)

Pada proses ini penulis menganalisis data dari proses
wawancara dengan informan atau narasumber dari objek
penelitian yaitu Koperasi Arta Jaya dengan menggunakan data
pendukung seperti undang-undang, jurnal, buku dan pendukung

lainnya.
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5. Conclusion (kesimpulan)
Tahapan ini merupakan proses terakhir yang dilakukan
penulis, yaitu menarik kesimpulan dari hasil analisis data yang

telah diolah sesuai dengan pembahasan penelitian penulis.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian
1. Sejarah Koperasi Arta Jaya

Koperasi Arta Jaya dengan nomor akta pendirian
550/BH/X1V.14/2011 merupakan Koperasi Simpan Pinjam yang
didirikan pada tahun 2009 oleh bapak Sarina selaku bendahara koperasi
dan bapak Budi selaku sekretaris koperasi. Koperasi ini dibangun
dengan latar belakang dan akibat dari bencana pada tahun 2006.
Kabupaten Klaten mengalami bencana gempa bumi dan salah satu
wilayah yang terkena dampak yang cukup parah terletak pada kelurahan
Jarum. Dikarenakan banyaknya korban jiwa dan beberapa kerusakan
dari bencana ini kemudian Lembaga Study Pembangunan Daerah
(LSPD) bersama United Nations Development Programme (UNDP)
memilih Desa Jarum sebagai daerah binaan.

Daerah binaan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah wilayah Desa
Jarum akan mendapatkan bantuan sosial dengan jumlah sebesar
200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) yang nantinya digunakan
sebagai modal awal dari pendirian Koperasi Arta Jaya dengan tujuan
untuk memberikan solusi dalam mengatasi kesulitan ekonomi
masyarakat khususnya Desa Jarum. Adapun selain itu koperasi ini juga
diharapkan dapat menjadi sarana untuk membantu menstabilkan

kembali kebutuhan sandang, pangan dan papan masyarakat Desa Jarum.
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Dengan adanya Koperasi Arta Jaya ini dirasa cukup efisien dan adil
dalam menyalurkan dana bantuan. Selain itu manfaat utama yang akan
didapati dari koperasi ini masyarakat dapat terhindar dari transaksi
hutang piutang dengan rentenir.*

2. Visi dan Misi Koperasi Arta Jaya

Visi:*

Terwujudnya koperasi yang mandiri dan tangguh dengan
berlandaskan azas kekeluargaan demi membangun ekonomi bersama
dengan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa

Jarum pada umumnya.

Misi:

1. Meningkatkan seluruh potensi yang ada dalam masyarakat agar
mereka dapat bersama-sama bersatu padu dan beritikad baik dalam
membangun ekonomi kerakyatan secara gotong royong dalam
bentuk koperasi.

2. Membantu anggota dalam rangka meningkatkan kelancaran usaha,
meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluarga.

3. Turut membantu pembangunan ekonomi dan menunjang
pelaksanaan kegiatan usaha kecil menengah yang diprakarsai oleh

anggota.

46 Sarina, Wawancara (27 Januari 2022).
47 Rachmat Adi Saputra, wawancara (27 Januari 2022).
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4. Mendorong anggota untuk ikut berpartisipasi dalam pemupukan
modal melalu program tabungan sukarela.

5. Memberikan pelayanan prima dengan prosedur yang mudah, cepat
serta pinjaman berbunga yang seimbang kepada para anggota.

3. Struktur Organisasi Arta Jaya

RAPAT ANGGOTA

l l

PENGURUS PENGAWAS
Ketua : Sagiyo, S.H. Ketua : H. Tugina
Sekretaris  : Budi Cahyana, S.Si. Sekretaris  : H. Heri Kanama, A.Md.
Bendahara : Sarina, S.E. Bendahara : Daliyo
MANAGER
Rachmat Adi Saputra

l

KARYAWAN

Desy Ratnasari

ANGGOTA
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a. Rapat Anggota
Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan Kkegiatan
pertemuan para pemilik (anggota) yang diselenggarakan secara
demokratis atau segala keputusan penting terhadap koperasi
ditentukan dan disetujui oleh para anggota. Rapat Anggota
diselenggarakan setiap satu tahun sekali sebagai bentuk dari
pertanggung jawaban pengurus kepada anggota. Segala bentuk
kritik, saran dan pendapat disampaikan oleh anggota secara lisan
maupun tulisan dengan tujuan untuk tercapainya kesejahteraan
bersama.
b. Pengawas
Pengawas berfungsi untuk mengawasi seluruh aktivitas yang
terdapat pada koperasi meliputi usaha dan juga organisasi serta
kebijakan pengurus. Adapun tugasnya pengawas ini tentunya
mengawasi seluruh kebijakan operasional pengurus, memeriksa
pelaksanaan kegiatan organisasi usaha dan meneliti serta menilai
ketetapan maupun kebenaran pada catatan atau buku organisasi.
c. Pengurus
Pengurus koperasi adalah seseorang yang dipilih dengan
masa jabatan paling lama 5 tahun sesuai dengan anggaran
koperasi, selain itu tugas dan kewajibannya pengurus yaitu

memimpin organisasi dan usaha koperasi serta mewakili diluar
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pengadilan sesuai dengan rapat anggota. Pengurus dapat dipilih
dari sepertiga yang termasuk bukan anggota koperasi sesuai
anggaran dasar koperasi kemudian sisanya dapat berasal dari
anggota koperasi.
Ketua
Ketua koperasi memiliki tugas untuk bertanggung jawab
baik didalam maupun diluar organisasi. Adapun beberapa tugas
yang harus dilakukan adalah:
1. Memimpin dan mengkoordinasi kegiatan koperasi serta
seluruh anggota pengurus.
2. Mewakili koperasi ketika diluar ataupun didalam
pengadilan.
3. Melakukan segala perbuatan yang sesuai dengan keputusan

rapat anggota dan rapat pengurus.

Namun ada juga wewenang dari ketua koperasi seperti
menentukan  kebijakan dalam  mengambil  keputusan,
menandatangani surat perjanjian bersama sekretaris dan

bendahara.

Bendahara

Bendahara memiliki tugas dan kewajiban dalam mengurus
keuangan koperasi yang meliputi:
1. Bertanggung jawab terhadap keuangan koperasi.

2. Mengatur pembukuan buku.
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5.

6.

Mengawasi penerimaan dana pengeluaran uang.
Menyusun anggaran setiap bulan.
Menyusun laporan keuangan.

Mengendalikan keuangan.

f. Sekretaris

Sekretaris memiliki tugas dan kewajiban untuk bertanggung

jawab terhadap administrasi koperasi yang meliputi :

1.

3.

4.

Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama
bendahara dan pengawas.

Menyusun rancangan rencana program kerja organisasi.
Mengatur administrasi koperasi.

Memimpin dan mengarahkan tugas karyawan.

g. Anggota

Anggota koperasi merupakan individu yang bertindak

sebagai pemilik sekaligus konsumen akhir, selain itu anggota

koperasi sebagai pengusaha perorangan maupun kelompok yang

memanfaatkan koperasi sebagai pemasok.

4. Produk Koperasi

a. Simpanan Pokok (KSP)

Simpanan pokok pada koperasi merupakan dana yang memiliki

nilai besaran yang sama dan harus dibayarkan pada saat pertama kali

mendaftarkan menjadi anggota namun simpanan ini tidak dapat
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diambil selama masih menjadi anggota. Ketika masyarakat telah
menjadi anggota Koperasi Arta Jaya cukup memberikan dana awal
sebesar Rp 25.000,- yang sudah ditetapkan dan berdasarkan
kesepakatan bersama. Uang simpanan ini akan dibagikan ketika

anggota telah berhenti menjadi anggota koperasi.
b. Simpanan Wajib (KSP)

Simpanan wajib merupakan dana yang harus disetorkan kepada
koperasi dengan batasan waktu yang ditentukan dan jumlah dana
simpanan wajib pada Koperasi Arta Jaya ditentukan sebesar Rp
5.000,- tiap bulannya. Uang simpanan wajib ini juga akan dibagikan

jika anggota koperasi telah berhenti menjadi anggota.
c. Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela merupakan simpanan dengan jumlah dan
waktu pembayaran yang tidak ditentukan tergantung pada anggota
yang ingin melakukan simpanan dana sukarela. Simpanan sukarela
di Koperasi Arta Jaya ini dapat diambil kapan saja dengan proses

yang mudah dan cepat.
5. Syarat Keanggotan Koperasi

Koperasi Arta Jaya memiliki beberapa persyaratan dan proses yang bisa

dipenuhi pada saat melakukan pengajuan keanggotaan sebagai berikut:*8
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a. Warga Negara Indonesia (WNI)

b. Berdomisili di Desa Jarum

c. Fotocopy KK dan KTP

d. Memiliki usaha

e. Bersedia membayar simpanan pokok sebesar Rp 25.000,- untuk satu
kali bayar selama menjadi anggota, dan simpanan wajib sebesar Rp
5.000,- setiap bulan

f. Materai 10.000

g. Menyetujui ketentuan peraturan Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga (AD/ART)

Setelah melengkapi beberapa persyaratan tersebut, maka
anggota koperasi yang ingin mengajukan pinjaman dapat
melanjutkan ketahap selanjutnya dengan mekanisme sebagai

berikut:*°

h. Melengkapi formulir pengajuan dana pinjaman yang terdiri dari:
1. Identitas Calon Peminjam
2. Profil Usaha
3. Tanggungan Keluarga
4. Jumlah pengajuan, kegunaan pinjaman, rencana angsuran

5. Tanda tangan dengan matrai 10.000
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I. Pengurus koperasi kemudian mempertimbangkan pengajuan

pinjaman sesuai prosedur

J.  Apabila pengajuan pinjaman telah disetujui maka pencairan

pinjaman dan lama pengembalian akan disesuaikan berdasarkan

kesepakatan yang telah disetujui

Adapun persayaratan pengajuan pinjaman uang Yyang dapat

dilakukan oleh bukan anggota Koperasi Arta Jaya hampir sama seperti

anggota Koperasi Arta Jaya:°

a.

b.

C.

Warga Negara Indonesia

Berdomisili di Desa Jarum

Memiliki Usaha

Mendaftarkan diri menjadi calon anggota dan mengikuti
pembinaan dari koperasi.

Membawa Fotocopy KTP (suami dan istri)

Membawa Fotocopy KK

Membayar Simpanan Pokok sebesar Rp 25.000,- pada saat
melakukan pengajuan pinjaman.

Membayar Simpanan Pokok selama menjadi calon anggota
selama 3 bulan sebesar Rp 5000,-

Menyetujui AD (Anggaran Dasar) / ART (Anggaran Rumah

Tangga)
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J-  Membawa matrai 10.000

Kemudian jika telah menjadi calon anggota koperasi dan ingin
mengajukan pinjaman persyaratan dan juga prosedur yang diberikan sama
seperti para anggota Koperasi Arta Jaya namun ada sedikit perbedaan

yaitu:>?

1. Melengkapi formulir pengajuan dana pinjaman yang terdiri dari:
a. Identitas Calon Peminjam
b. Profil Usaha
c. Tanggungan Keluarga
d. Jumlah pengajuan, kegunaan pinjaman, rencana angsuran
e. Tanda tangan dengan matrai 10.000

2. Pengurus koperasi kemudian mempertimbangkan pengajuan pinjaman
sesuai prosedur.

3. Apabila pengajuan pinjaman telah disetujui maka pencairan pinjaman
dan lama pengembalian akan disesuaikan berdasarkan kesepakatan yang
telah disetujui.

B. Implementasi Asas Kekeluargaan Pada Peminjaman Uang Bagi Bukan

Anggota Koperasi Arta Jaya

Peminjaman uang atau kredit berdasarkan Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan penyediaan uang atau tagihan

yang bisa dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
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pinjam meminjam antara satu pihak dan pihak lain yang mewajibkan pihak
meminjam untuk melunasi utangnya setelah waktu tertentu dengan
pemberian bunga. Adapun kredit atau peminjan uang menurut Teguh Pudjo
Muljono merupakan kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau
peminjaman dengan janji pembayaran yang akan dilakukan dengan jangka
waktu yang disepakati.>

Pada Koperasi Arta Jaya anggota yang melakukan pengajuan
pinjaman dan jumlahnya sebagian dari simpanannya tetap harus melakukan
pembayaran uang administrasi, dikarenakan nantinya tercatat sebagai
nasabah sehingga akan ada bunga dari pinjaman itu maka berlaku pada
semua peminjam. Uang administrasi disini merupakan salah satu
keuntungan dari Koperasi Simpan Pinjam Arta Jaya yang akan menjadi Sisa
Hasil Usaha (SHU). Pada Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan jika rapat anggota dihadiri
oleh anggota yang pelaksanaannya diatur pada Anggaran Dasar yang
menetapkan salah satunya pembagian sisa hasil usaha.>

Berdasarkan informasi dari wawancara dengan Pak Adi selaku
pegawai Koperasi Arta Jaya rapat anggota diadakan setiap satu tahun sekali
atau disebut RAT (Rapat Anggota Tahunan) dengan membagikan SHU,

uang transport dan souvenir.>* Setiap anggota koperasi berhak melakukan

52 Teguh Pudjo Muljono, Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil, (Yogyakarta: BPFE
Yogyakarta, 2007), 14.
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peminjaman uang untuk kepentingan anggota dan setiap anggota koperasi
yang meminjam diharuskan melunasi hutangnya sesuai dengan batas waktu
yang disepakati pada lembaran saat mengajukan awal peminjaman. Adapun
persyaratan yang harus dipenuhi untuk anggota Koperasi Arta Jaya dalam
melakukan pinjaman adalah:>®

1. Menyediakan fotocopy KK dan KTP suami istri domisili Desa

Jarum

2. Menyediakan matrai 10.000

3. Mengisi formulir pengajuan pinjaman

4. Mengisi form jaminan bila dibutuhkan

Namun pada Koperasi Arta Jaya peminjaman uang juga dapat
dilakukan oleh bukan anggota koperasi seperti contoh yang ditemukan oleh
penulis saat melakukan survey pada objek penelitian. Penulis menemukan
adanya kegiatan pinjam-meminjam uang kepada orang yang bukan
termasuk anggota Koperasi Arta Jaya dengan bermodalkan kepercayaan.
sebagaimana penjelasan dari Pak Adi selaku manager Koperasi Arta Jaya.

“setiap nasabah atau peminjam baik dari anggota dan calon

anggota ketika mengajukan pinjaman pastinya saya akan

melakukan pendekatan, terlebih lagi saya juga mengenal dan hafal

masyarakat sekitar seperti pekerjaannya apa, punya usaha apa dan

kondisinya seperti apa sehingga lebih mudah untuk menimbang

apakah peminjam mampu jika nantinya mengembalikan sejumlah
pinjamannya”. %
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Adapun berikut ini data pendukung yang didapati dari beberapa

pinjaman yang dilakukan oleh bukan anggota Koperasi Arta Jaya pada

tahun 2021.
Tabel 2.
Daftar Status Keanggotaan Koperasi Arta Jaya
No | Nama Peminjam | Status Keanggotaan Jumlah Pinjaman
1. | Eko Susilo Bukan Anggota Rp. 5.000.000,-
2. | Estri Mulyani Bukan Anggota Rp. 1.000.000,-
3. | Jumiyem Bukan An ggota Rp. 2.500.000,-
4. | Sriyanta Bukan Anggota Rp. 1.000.000,-
5. | Saliyem Bukan Anggota Rp. 2.000.000,-
6. | Suwarno Bukan Anggota Rp. 5.000.000,-
7. | Pariman Bukan Anggota Rp. 2.000.000,-
8. | Suharji Bukan Anggota Rp. 2.500.000,-
9. | Fitri Pamungkas | Bukan Anggota Rp. 5.000.000,-
10. | Umar Amirudin Bukan Anggota Rp. 3.000.000,-

Salah satu contoh seperti Bapak Eko Susilo merupakan bukan
anggota koperasi aktif dan mengajukan pinjaman sebesar Rp 5.000.000,-
dan uang pinjaman tersebut akan digunakan untuk kebutuhan produktif.
Secara umum Koperasi Simpan Pinjam menghimpun dan menyalurkan dana
dengan bentuk pinjaman terutama dari dan untuk anggota, seiring
perkembangan koperasi selain melayani anggotanya juga melayani
masyarakat luas. Hal ini didukung oleh penuturan Bapak Eko Susilo selaku

nasabah bukan anggota yang melakukan pinjaman di Koperasi Arta Jaya.
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“Saya merasa dipermudah sekali pada saat melakukan pengajuan
pinjaman di Koperasi Arta Jaya, walaupun saya bukan anggota
koperasi saya bisa melakukan pinjaman karena saya sangat
membutuhkan dana itu untuk membuka usaha angkringan, dan saya
ini salah satu yang terdampak dari wabah covid. Kalau saya tidak

mendapat penghasilan saya nggak bisa menafkahi keluarga

57
saya.

Berdasarkan wawancara pada saat melakukan penelitian penulis
mendapati informasi jika Koperasi Arta Jaya mempunyai mekanisme yang
dapat dilakukan oleh masyarakat luas yang bukan tergolong anggota aktif
koperasi terlebih lagi jika sangat membutuhkan pinjaman. Selama
peminjam mampu memenuhi segala persyaratan yang disediakan dan
ditentukan karena persyaratannya tidak berbeda dengan anggota koperasi
pada umumnya, dengan konsekuensi siap menanggung segala risiko yang
timbul dari pinjaman.>®

Dengan sistem yang mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar ada
beberapa dampak positif dari pinjaman ini, yaitu sistem koperasi berjalan
sesuai dengan rencana, sirkulasi uang yang sehat, masyarakat terbantu
kesejahteraannya, dan tentunya mendapatkan pinjaman yang lebih baik dari
pada meminjam kepada rentenir. Pada penjelasan tersebut jika merujuk
pada Pasal 17 Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian disebutkan “anggota adalah pemilik dan sekaligus pengguna
jasa koperasi. ” Dengan permasalahan yang diuraikan bahwa bukan anggota

dapat menggunakan jasa dari koperasi ini maka sekilas terlihat

57 Eko Susilo, Wawancara ( 27 Juli 2022)
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bertentangan. Dengan demikian bagi Koperasi Arta Jaya meskipun
pengajuan pinjaman dilakukan oleh bukan anggota koperasi dana pinjaman
tetap bisa dicairkan selama mematuhi kesepakatan yang tercantum pada
formulir pengajuan. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh
seseorang yang tergolong bukan anggota koperasi untuk dapat melakukan
pengajuan pinjaman adalah dengan mendaftarkan diri menjadi calon
anggota terlebih dahulu sesuai dengan Anggaran Dasar Koperasi Arta
Jaya.>

Dengan menjadi calon anggota koperasi maka sesuai dengan Pasal
19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang berbunyi “kegiatan
usaha koperasi simpan pinjam dapat menghimpun simpanan dan
memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi lain atau
anggotanya. ” Dengan begitu Koperasi Arta Jaya dapat menimbang dan juga
memberikan kredit atau pinjaman berdasarkan asas kekeluargaan atau
gotong royong terhadap anggotnya. Adapun koperasi juga melakukan
prinsip kehati-hatian supaya dalam kegiatannya dapat menciptakan koperasi
yang sehat, cermat dan tepat.

Berdasarkan penuturan bapak Adi Rahmat selaku manager Koperasi
Arta Jaya, dalam memberikan pinjaman tidak semua dapat dicairkan, karena

ada beberapa persyaratan dan juga prosedur yang harus dipenuhi oleh calon

9 Rahmat Adi Saputra, Wawancara (25 Oktober 2022)
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anggota untuk memperoleh pinjaman dengan menerapkan asas
kekeluargaan dan juga prinsip kehati-hatian antara lain:

1. Telah terdaftar sebagai calon anggota Koperasi Arta Jaya

2. Mengisi formulir pengajuan pinjaman

3. Membawa fotocopy KTP (suami dan istri)

4. Membawa fotocopy KK

5. Membawa materai 10.000

6. Memiliki usaha atau penghasilan

7. Memiliki simpanan pokok sebesar Rp 25.000,- dan simpanan

wajib Rp 5.000,-
8. Jika dibutuhkan jaminan maka calon anggota mengisi formulir
jaminan

Menurut Ibu Desy Ratnasari selaku pegawai Koperasi Arta Jaya
dalam pemberian pinjaman koperasi memberikannya kepada anggota dan
calon anggota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
Koperasi Arta Jaya memberikan kredit kepada masyarakat menggunakan
dua cara yaitu dengan jaminan dan tanpa jaminan. Pemberian jaminan ini
biasanya diberikan kepada anggota atau calon anggota yang mengajukan
kredit pinjaman diatas Rp. 10.000.000,- atau berdasarkan pertimbangan dari
koperasi. Adapun pemberian pinjaman tanpa jaminan dilakukan dengan

pinjaman dibawah Rp. 10.000.000,-.
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Apabila calon anggota telah memenuhi segala persyaratan yang
berlaku dan siap menanggung akibat yang timbul dari perjanjian pinjaman
maka artinya para pihak telah memenuhi asas konsensualisme yang
mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu
“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: kesepakatan para
pihak yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu
hal tertentu dan kausa halal”.®°

Dalam hal ini pihak peminjam telah menyetujui konsekuensi yang
diberikan maka hal itu dapat disimpulkan bahwa pinjam-meminjam bagi
bukan anggota atau dengan sebutan calon anggota diperbolehkan atas dasar
asas kekeluargaan. Dengan prinsip gotong-royong atau prinsip
kekeluargaan sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian, yaitu: fungsi dan peran koperasi adalah membangun
dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan
kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, berperan serta secara aktif dalam
upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat,
memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan
perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya, dan berusaha
untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang
merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi

ekonomi.
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Dilanjutkan dengan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu “kelebihan kemampuan pelayanan
Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang
bukan anggota koperasi.”

Sehingga dari penjelasan tersebut asas kekeluargaan yang dimaksud
adalah adanya kesadaran dari hati manusia saat melakukan kerja sama pada
koperasi oleh semua dan untuk semua dengan dasar keadilan, kebenaran dan
juga keberanian untuk memprioritaskan keperluan bersama. Adapun yang
dimaksud dengan asas kegotong-royongan yaitu adanya rasa tanggung
jawab dan semangat kerja sama untuk menciptakan kesejahteraan bersama,
maka tujuan dari Koperasi Arta Jaya dapat terpenuhi dengan menjalankan
fungsi dan perannya dalam membangun dan mengembangkan kemampuan
ekonomi anggota dan khususnya masyarakat Desa Jarum dalam
meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

. Implementasi Prinsip al-Ta’awun Peminjaman Uang Bagi Bukan
Anggota Koperasi Arta Jaya

Koperasi sebagai lembaga keuangan secara umum memiliki dua
sumber dana, yaitu dana dari para anggota dan dana dari luar anggota seperti
badan pemerintah, perbankan dan lembaga swasta lainnya. Adapun ciri
yang membedakan dari koperasi dengan lembaga keuangan lainnya adalah
dalam pemberian keuntungannya. Koperasi dalam melakukan pembagian
keuntungan dengan melihat pada berapa banyak pinjaman yang dilakukan.

Jika anggota lebih sering melakukan pinjaman maka keuntungan yang
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didapatkan akan lebih besar dibanding dengan anggota yang jarang
melakukan pinjaman. Kegiatan peminjaman uang di koperasi simpan
pinjam akan mengutamakan proses pemberian pinjaman kepada anggotanya
dan jika para anggota sudah tidak membutuhkan lagi maka tidak menutup
kemungkinan jika koperasi akan memproses pinjaman yang dilakukan oleh
bukan anggota koperasi.®!

Jika koperasi dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam
lembaga ini termasuk dalam syirkas. Syirkar sendiri merupakan
bercampurnya suatu harta dengan harta lain sehingga keduanya tidak dapat
dibedakan lagi.®> Menurut ‘ulama’ Malikiyah, syirkaz merupakan
pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal)
bersama. Menurut ‘ulama’ Hanabilah, syirkar merupakan persekutuan hak
atau pengaturan harta. Menurut ‘ulama’ Syafi’iyah, syirkar merupakan
tetapnya hak kepemilikan bagi kedua orang atau lebih sehingga tidak dapat
dibedakan antara hak pihak yang satu dengan hak pihak yang lain. Menurut
‘ulama’ Hanafiyah, syirkar merupakan transaksi antara dua orang yang
bersekutu dalam modal dan juga keuntungan.

Syirkar berdasarkan penjelasan dari al-Qur’an, sunnah dan juga
ijma’ merupakan transaksi yang diperbolehkan, sesuai dengan firman Allah

SWT surat an-Nisa’ ayat 12:

3 P . <
il 8185 248

61 Kasmir, Bank dan Lembaga Keungan Lainnya, cet. 12 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013),225.
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“mereka bersama-sama (bersekutu) dalam bagian yang sepertiga

2

itu

Adapun dalil yang menjadi landasan hukum syirkah  yang
diriwayatkan oleh Abu Hurairah secara marfu’ dari Rasulullah yang
bersabda:

“sesungguhnya Allah berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua

orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak

mengkhianati yang lain. Jika salah seorang diantara keduanya
menghianati yang lain, maka aku keluar dari persekutuan tersebut. ”

(HR Abu Dawud).

Dalam hadits ini memiliki artian jika “Aku (Allah) akan menjaga
dan melindungi keduanya dan akan menjaga harta keduanya serta
memberkati perdagangan keduanya. Jika salah satu diantara mereka
melakukan khianat maka Allah akan menghilangkan berkah dan juga tidak
akan memberikan pertolongan kepada keduanya.” Adapun kaum muslimin
telah melakukan ijma’ untuk membolehkan transaksi Syirkat walaupun
masih ada selisih tentang jenis-jenisnya.®?

Selanjutnya syirkat sendiri memiliki dua jenis, yaitu syirkar al-
amlak (kongsi harta) dan syirkar al-‘ugud (kongsi transaksi). Dalam
pembahasan penelitian ini jenis syirkat yang dimaksud adalah syirkat al-
‘uqud. Syirkat al- ‘uqud sendiri merupakan transaksi yang dilakukan oleh

dua orang atau lebih untuk menjalin persekutuan dalam harta dan juga

83 Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, 442.
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keuntungan. Syirkat al- ‘uqud menurut ‘ulama’ figh termasuk para ulama
Maliktyah dan Syafi’iyah terdiri dari empat macam, yaitu syirkat al- ‘inan,
syirkat al-mufawadah, syirkat al-abdan dan syirkat al-wujih. Para ulama
sepakat jika hukum dari syirkat al- ‘inan boleh dilakukan, dan ketiga jenis
syirkat lainnya para ‘ulama’ berbeda pendapat mengenai hukumnya.
Dalam suatu perserikatan tentunya syarat dan rukun syirkat harus
dipenuhi sesuai yang dibenarkan dalam Islam sebagai sistem mu’amalah,
yaitu:
a. Adanya lafadz akad
Kalimat akad mengandung arti izin untuk dapat melakukan
perserikatan. Pada Koperasi Arta Jaya ini pihak kreditur akan
memberikan formulir persyaratan pengajuan yang harus
dilengkapi oleh pihak debitur jika akan melakukan pinjaman
kepada koperasi. Jika pihak debitur telah memenuhi isi formulir
tersebut maka apa yang menjadi hak dan kewajiban dari masing-
masing pihak haruslah dipenuhi, hal ini sama saja termasuk
memenuhi akad.
b. Adanya para pihak yang berserikat
Para pihak yang melakukan perserikatan haruslah berakal sehat,
baligh (dewasa) dan sesuai kehendak sendiri dalam artian tidak
ada paksaan dari pihak manapun sehingga diharapkan dengan
perserikatan ini dapat memberikan kemaslahatan diri dari para

pihak dan kemaslahatan harta.
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c. Adanya pokok pekerjaan
Dalam hal ini pokok pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan
yang diperbolehkan menurut syara’ dan tidaklah termasuk dalam
pekerjaan yang dilarang seperti mencuri, merampok dan menipu.

d. Percampuran harta
Harta pokok atau modal dari perserikatan berupa uang, kemudian
harta atau barang yang dipakai dalam syirkah harus sesuai dengan
sama jenis dan warnanya. Dalam syirkar barang yang tidak
sejenis tidak akan sah dipakai.

e. Keuntungan atau kerugian
Pada pelaksanaan keuntungan maupun kerugian dari perserikatan
ini akan dibagi menurut ukuran harta masing-masing pihak. Jika
para pihak mensyaratkan keuntungan maupun kerugian yang
sama namun dengan modal yang berbeda maka hal itu juga tidak

sah.

Koperasi Arta Jaya sebagai objek dari penelitian ini merupakan
bentuk kerjasama dengan mencampurkan salah satu dari dua harta lainnya
tanpa dapat dibedakan antara keduanya maka hal ini menurut pandangan
Islam termasuk dalam syirkar. Syirkat merupakan persekutuan dua orang
dengan tujuan untuk memanfaatkan harta bersama sebagai modal berdagang

kemudian keuntungan yang didapat akan dibagi dua.®*

64 Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, 444.
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Jika ditinjau lebih dalam Koperasi Arta Jaya mempunyai kesamaan
dengan syirkat al-‘inan, dikarenakan kedua belah pihak sepakat untuk
mengeluarkan modal kemudian bersama-sama untuk mengembangkan
modalnya. Dengan demikian komponen dari syirkat a/- inan ini adalah dua
pihak atau lebih yang bertransaksi kemudian objek dari transaksi yang
meliputi jenis usaha, modal, perjanjian pembagian keuntungan serta
kerugian, dan ketentuan upah orang yang menjalankan. Hal ini sesuai
dengan pengertian dari koperasi yang menggunakan modal usaha untuk

mencari keuntungan dalam bentuk kerjasama perekonomian.

Adapun mengenai pendapat terkadang manusia mengalami
perbedaan pendapat, begitu juga pandangan ulama terhadap syirkat al- ‘inan
sebagai bentuk dari kerja sama adalah berbeda-beda. Para ‘ulama’
bersepakat tentang sahnya namun hanya sedikit perbedaan paham tentang
syarat dan juga cara dari syirkat al- ‘inan. Tidak disyaratkan dalam syirkat
al-‘inan jumlah modal, wewenang dan juga keuntungan sama. Dengan
demikian dibolehkan salah satu mengeluarkan modal lebih banyak dari yang
lain dan dibolehkan juga salah satu pihak sebgai penanggung jawab dan
yang lain tidak. Keuntungan dalam syirkah pun boleh sama dan boleh
berbeda sesuai dengan kesepakatan para pihak. Jikalau nantinya usaha ini
mengalami kerugian maka akan ditinjau dari prosentase modal, begitu juga
cara penanggulangannya. Para fugaha telah bersepakat jika keuntungan
mengikuti modal, apabila modal dari para pihak yang berserikat sama

besarnya maka keduanya dapat membagi keuntungan dengan separuh-
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separuh. Jika modal keduanya berbeda kemudian keuntungannya dibagi
sama menurut pendapat Imam Malik dan Syafi’1 tidak diperbolehkan,

namun para fugaha Irag membolehkan.®®

Adapun sesuai dengan prinsip yang dikembangkan dalam syirkat al-
‘inan menggunakan prinsip kepercayaan, kekeluargaan, keadilan, dan
prinsip al-ta’awun serta ukhuwah dalam sektor bisnis untuk meraih
keuntungan. Dengan demikian para ulama telah bersepakat dengan
kebolehan dari syirkat al-‘inan, namun ada pula hal yang menjadi
penghalang dari kebolehan itu. Pada koperasi tidak secara jelas mengatur
tentang pembagian beban jika mengalami kerugian sedangkan dalam syirkat

al- inan kerugian dibagi berdasarkan besar modal yang diberikan.

Dapat dipahami jika Koperasi Arta Jaya dalam memberikan
pinjaman kepada bukan anggota atau disebut dengan calon anggota ini
merupakan bagian dari syirkat al- inan. Selain itu, dengan hasil informasi
yang didapat dari Koperasi Arta Jaya adanya calon anggota yang
membutuhkan pertolongan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan
mengajukan permohonan pinjaman kepada koperasi seperti penuturan pak

Adi selaku manager koperasi sebagai berikut.

“koperasi kami pada dasarnya bersifat sosial mbak, jadi siapapun
yang membutuhkan pinjaman akan kami berikan kecuali memang

orang itu terlihat kurang meyakinkan. Karena koperasi kami

® Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995) 304.
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lingkupnya hanya warga sekitar kami pun mengenal karakter dari

warga.

Menurut Munker koperasi merupakan organisasi tolong-menolong
yang menjalankan “urusniaga” secara kumpulan, yang berazaskan konsep
tolong-menolong. Dengan demikian Koperasi Arta Jaya telah menerapkan
asas antara kedua belah pihak yang bersumber atas dasar kepercayaan,
kekeluargaan dan tolong-menolong sesuai dengan Pasal 33 ayat (1)
Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “perekonomian disusun
sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Ditegaskan pula
pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
yang berbunyi “untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian
nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan

dan demokrasi ekonomi.”

Dalam perjanjian hukum Islam terdapat asas atau prinsip al-ta ‘awun
(tolong-menolong atau gotong-royong) yang mana maksud dari dibuatnya
perjanjian haruslah atas dasar saling menolong satu sama lain. Sesuai

dengan firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2:

d

o) 3Rl W3Y) e 1555lal ¥ ¥ s8R 5 ) e 1 islaly

W) 5850 5 laald)

B2k )7

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam

6 Rahmat Adi Saputra, Wawancara (27 Juli 2022)
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berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah,

sungguh Allah sangat berat siksanya. ”
Jas S i adel ang O a i b5 Wn Aal a
Artinya: “siapa yang mengambil utangan, lantas ia bertekad untuk
melunasinya, maka Allah akan menolongnya. ” (HR. an-Nasa’i)

Dijelaskan bahwasannya manusia diperintah untuk melakukan tolong-
menolong dalam hal kebaikan dan Allah melarang manusia untuk
melakukan tolong-menolong dalam berbuat dosa. Jika dikorelasikan dengan
Koperasi Arta Jaya yang memberikan pinjaman bagi pihak yang
membutuhkan maka kegiatan ini merupakan salah satu dari bentuk tolong-
menolong disisi lain Koperasi Arta Jaya ini mendatangkan manfaat dan juga

kemaslahatan bagi para pihak sebagai berikut:

1. Dengan adanya pinjaman dari Koperasi Arta Jaya dapat
meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Jarum.

2. Koperasi Arta Jaya membantu masyarakat terhindar dari
pinjaman kepada rentenir.

3. Koperasi Arta Jaya membantu mewujudkan kehidupan

masyarakat yang jujur dan tolong-menolong.

Sehingga dari penjelasan tersebut pihak Koperasi Arta Jaya telah
menerapkan sikap atas dasar al-ta ‘awun untuk menolong masyarakat yang
dirasa membutuhkan pinjaman itu. Adapun hal ini didukung dengan dalil

dari magasid al-syari’ah, yaitu:

izl 2535 ~lliadl) S
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“menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan”

Maslahat merupakan sesuatu yang relatif dan dapat berubah sesuai
dengan situasi dan kondisi. Sesuatu yang dianggap maslahat pada beberapa
waktu lalu belum tentu maslahat dengan waktu saat ini. Jika suatu syarat
yang telah ditentukan oleh para ulama demi kemaslahatan pada waktu itu,
tetapi saat ini kemaslahatan menuntut kebalikannya maka syarat tersebut

bisa dirubah selama tidak bertentangan dengan ijma’ gati.

Meskipun demikian ada beberapa pendapat ulama yang
membolehkan transaksi syirkat al- ‘inan namun ada juga hal yang menjadi
penghalang dari kebolehan itu diantaranya adalah Koperasi Arta Jaya masih
menerapkan sistem bunga yang secara jelas dalam hukum Islam tidak
diperbolehkan. Dikarenakan koperasi ini berbasis konvensional maka
sistem yang digunakan masih mengandung unsur riba atau tambahan,
namun saat ini banyak sekali ditemukan lembaga keuangan yang
menerapkannya. Dengan begitu jika pihak debitur sangat merasa
membutuhkan pinjaman namun harus memenuhi tambahan saat melakukan
pembayaran maka artinya pihak tersebut telah bersedia untuk menjalankan
hak dan kewajibannya. Artinya hal ini para non-anggota Koperasi Arta Jaya
telah memenuhi asas antarddin yang merupakan asas yang mendasari
adanya suka sama suka atau kerelaan dari individu atau pihak dalam

melakukan kegiatan muamalah tanpa adanya unsur paksaan.
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BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui kajian pustaka

dan juga observasi di lapangan didapati kesimpulan sebagai berikut:

1.

Pada implementasi peminjaman uang bagi bukan anggota Koperasi
Arta Jaya berdasarkan asas kekeluargaan telah sesuai tujuan koperasi
sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Adapun persyaratan yang harus
dipenuhi oleh bukan anggota koperasi untuk dapat melakukan
pengajuan pinjaman adalah dengan mendaftarkan diri menjadi calon
anggota Koperasi Arta Jaya terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 18 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi sehingga peminjaman
yang dilakukan telah memenuhi asas kekeluargaan sesuai dengan Pasal
4 huruf d UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa “fungsi
dan peran koperasi untuk mewujudkan dan mengembangkan
perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas
asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.”.

Penerapam prinsip al-ta’awun dalam peminjaman uang Yyang
dibutuhkan oleh calon anggota Koperasi Arta Jaya telah menerapkan
prinsip tolong-menolong, asas kekeluargaan (gotong-royong) dan juga

prinsip kepercayaan. Dikatakan demikian karena koperasi dalam
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pandangan Islam sama dengan syirkat al-‘inan yang dalam
pekasanaannya harus didasari atas dasar saling percaya, saling
menolong dan secara sukarela tanpa ada unsur paksaan. Dalam hal ini
kegiatan dari memberikan pinjaman juga harus sesuai dengan prinsip
koperasi yang merupakan salah satu bentuk dari tolong-menolong
sesuai dengan surat al-Maidah ayat 2 “dan tolong menolonglah kamu
dalam berbuat kebajikan dan jangan kamu tolong-menolong dalam
berbuat dosa dan permusuhan.” Sehingga dengan bantuan pinjaman
dari koperasi ini mendatangkan manfaat dan juga kemaslahatan bagi
para pihak dan khususnya masyarakat sekitar Desa Jarum.
C. Saran

Beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan pada penelitian ini adalah:

1. Bagi Koperasi Arta Jaya Desa Jarum untuk kedepannya diharapkan
koperasi ini berbasis syariah supaya kedepannya koperasi ini dapat
membantu secara maksimal dalam mensejahterakan anggota dan
khususnya masyarakat sekitar. Dengan menerapkan sistem syariah
masyarakat dan juga para karyawan koperasi mendapat keberkahan dan
juga meminimalisir dari kegiatan yang mengandung unsur riba.

2. Bagi masyarakat hendaknya mengetahui dan memahami proses yang
ada dalam sistem simpan-pinjam dalam melakukan pinjaman.

3. Bagi para peneliti berikutnya diharapkan mampu melakukan penelitian
lebih dalam dengan menggunakan teori baru supaya lebih terperinci

untuk penelitian selanjutnya
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